BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 55 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TANGGAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PRASUNG

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 557

K/TUN/2020 tanggal 8 Desember 2020 jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 125/B/2020/
PTTUN.SBY tanggal 8 Juli 2020 jo. Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor: 44/G/2020/PTUN.SBY
tanggal 23 April 2020, Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung
diwajibkan untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Prasung Nomor 6/PAN/II/2020 tentang
Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih Desa
Prasung Kecamatan Buduran, dan menetapkan keputusan
baru;

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Prasung Nomor: 1/PAN/
VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Prasung yang
Berhak Dipilih Desa Prasung Kecamatan Buduran, yaitu:
Sdr. M. SYAFI',S.AP., M.AP, Sdr. M. NASRUDDIN dan
Sdr. NASRULLOH, S.H, selanjutnya perlu dilaksanakan
pemilihan Kepala Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan
Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu
menetapkan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
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Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kota Besar dalam Lingku‘ngan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor! 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan ‘Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23| ‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagalmana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang 6 Nomor Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321); |

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Nomor 60), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor § Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sldoar_lo Tahun 2020 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prasung
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA . Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu,
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2| OK{reer 2021

BUPATF SIDOARJO,




